
 

 

 
 

 
 

 

BUPATI MALUKU TENGAH 
PROVINSI MALUKU 

 
 

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH 

NOMOR   101  TAHUN  2023 

TENTANG 

KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI  

DAN TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA   
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI MALUKU TENGAH, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan perangkat daerah yang 

efektif, efisien, tepat fungsi dan tepat ukuran serta 
mengoptimalkan pelaksanaan urusan pemerintahan di 
bidang pariwisata, perlu dibentuk Dinas Pemuda dan 

Olahraga Kabupaten Maluku Tengah; 

b. bahwa pembentukan Dinas Pemuda dan Olahraga 

Kabupaten Maluku Tengah merupakan upaya dalam 
menyesuaikan dan memaksimalkan layanan urusan 

pemerintahan bagi masyarakat di bidang Pemuda dan 

Olahraga; 

c. bahwa Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 73 Tahun 

2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan 

Olahraga tidak sesuai lagi dengan perkembangan 
peraturan perundang-undangan dan kebutuhan 

organisasi sehingga perlu ditinjau kembali dan diganti; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Kedudukan Susunan Organisasi 
Tugas Dan Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan 

Olahraga; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun1945; 

2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam 
Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia       

Nomor 1645); 

 

 

 

 

 

 



 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023   
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia    

Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6897); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72        

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6402); 

6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Maluku Tengah Tahun 2023 Nomor 233); 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN 

ORGANISASI  TUGAS DAN FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS 
PEMUDA DAN OLAHRAGA.  

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan: 

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Maluku Tengah. 

2. Bupati adalah Bupati Maluku Tengah. 

3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan 
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah 

Kabupaten. 

4. Dinas Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut 

Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan dan 

Olahraga.  

 



 

5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN 

adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai 
pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada 

pemerintah Kabupaten Maluku Tengah. 

6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut 
Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai 

pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh 
pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam 

suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara 
lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-

undangan. 

7. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok pimpinan 

tinggi pada instansi pemerintah. 

8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi 
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional 

yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan 

tertentu. 

 
BAB II 

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI,  

DAN SUSUNAN ORGANISASI 
Bagian Kesatu 

Kedudukan, Tugas Dan  Fungsi  
 

Pasal 2 

(1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan 

bidang Kepemudaan dan Olahraga. 

(2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 
Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris 
Daerah. 

 

Pasal 3 

Dinas bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan 
urusan pemerintahan bidang Pemuda dan Olahraga dan tugas 

pembantuan yang diberikan kepada Daerah. 

Pasal 4 

Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
pada Pasal 3, berfungsi: 

a. perumusan kebijakan di bidang Pemuda dan Olahraga; 
b. pelaksanaan kebijakan di bidang Pemuda dan Olahraga; 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemuda dan 
Olahraga; 

d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan 

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati. 
 

 

 

 

 

 

 



 

Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 
Paragraf 1 

Umum 
 

Pasal 5 

(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas : 
a. kepala dinas; 

b.   sekretariat, terdiri atas:   

1. sub bagian umum dan kepegawaian;  dan 

2. kelompok jabatan fungsional.  

c. bidang kepemudaan, membawahi kelompok Kelompok 

Jabatan Fungsional; dan  

d. bidang keolahragaan, membawahi Kelompok Jabatan 

Fungsional.  

(2) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian yang yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 

 

 

Paragraf 2 

Kepala Dinas 
 

Pasal 6 

(1) Kepala Dinas bertugas membantu Bupati dalam 

penyelenggaraan tugas di bidang Pemuda dan Olahraga 

agar dapat berjalan dengan optimal. 

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), Kepala Dinas berfungsi : 
a. penghimpun dan pelaksana peraturan perundang-

undangan yang berhubungan dengan bidang Pemuda 
dan Olahraga; 

b. pengoordinasian perumusan perencanaan Dinas 
Pemuda dan Olahraga; 

c. Penyelenggaraan perumusan kebijakan di bidang 
Pemuda dan Olahraga; 

d. pengoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Pemuda dan 

Olahraga; 
e. pembagian tugas kedinasan kepada bawahan; 

f. Pemberian penilaian terhadap pelaksanaan tugas 
bawahan;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

g. pengendalian pembinaan administrasi dan aparatur 
Dinas Pemuda dan Olahraga; 

h. pengendalian pemantauan dan evaluasi kebijakan di 

bidang Pemuda dan Olahraga; 
i. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada 

Bupati; dan 
j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 

 
Paragarf 3 
Sekretariat 

 

Pasal 7 

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

 



 

(2) Sekretaris bertugas membantu Kepala Dinas 

melaksanakan pembinaan dan pemberian dukungan teknis 
serta administrasi Dinas agar dapat berjalan dengan 

optimal. 

(3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), Sekretaris berfungsi : 

a. penghimpun dan pelaksana peraturan perundang-
undangan yang berhubungan dengan bidang tugas; 

b. pengoordinasian penghimpunan bahan dan data untuk 
perumusan perencanaan; 

c. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan 
pemberian dukungan teknis untuk mendukung 
kelancaran tugas Dinas; 

d. pengoordinasian pelaksanaan tugas Sekretariat; 
e. pembagian tugas kedinasan kepada bawahan; 

f. pemberian penilaian terhadap pelaksanaan tugas 
bawahan; 

g. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada 
Kepala Dinas; dan 

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Dinas. 
 

Pasal 8 

(1) Sekretariat membawahi Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian. 

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin 

oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas. 

(3) Sub Bagian Umum bertugas melaksanakan sebagian tugas 

Sekretariat di bidang Umum dan Kepegawaian. 

(4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berfungsi : 

a. penghimpun dan pelaksana peraturan perundang-

undangan yang berhubungan dengan bidang tugas; 
b. penghimpun bahan dan data sebagai bahan 

perencanaan; 
c. penyiapan rencana kerja Sub Bagian Umum dan 

Kepegawaian; 

d. penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, 
ketatausahaan, kerumahtanggaan, hubungan 

masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi, penataan 
organisasi dan tatalaksana; 

e. pelaksanaan koordinasi kepegawaian dan dukungan 
administrasi umum Dinas; 

f. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan Dinas; 

g. pembagian tugas kedinasan kepada bawahan; 
h. pemberian penilaian terhadap pelaksanaan tugas 

bawahan; 
i. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada 

atasan; dan 
j. pelaksanakn tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

 

 
 

 
 

 



 

Paragraf 4 

Bidang Kepemudaan 
 

Pasal 9 

(1) Bidang Kepemudaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang 

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Kepala Dinas. 

(2) Bidang Kepemudaan bertugas membantu Kepala Dinas 

mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan 

pelaksanaan tugas di bidang Kepemudaan. 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Bidang Kepemudaan berfungsi : 

a. penghimpun dan pelaksanaan Peraturan Perundang-

undangan yang berhubungan dengan bidang tugas; 

b. pengoordinasian penghimpunan bahan dan data untuk 

perumusan perencanaan; 

c. penyelenggaraan perumusan kebijakan di bidang 

kepemudaan; 

d. pengoordinasian pelaksanaan tugas kepemudaan; 

e. pembagian tugas kedinasan kepada bawahan; 

f. pemberian penilaian terhadap pelaksanaan tugas 

bawahan; 

g. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada 

kepala dinas; dan 

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala 

dinas. 

 
Paragraf  5 

Bidang Keolaharagaan 

 

Pasal 10 

(1) Bidang Keolahragaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang 
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Kepala Dinas. 

(2) Bidang Keolahragaan bertugas membantu Kepala Dinas 

mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan 

pelaksanaan tugas di bidang Keolahragaan. 

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), Bidang Keolahragaan berfungsi : 

a. penghimpun dan pelaksana peraturan perundang-

undangan yang berhubungan dengan bidang tugas; 
b. pengoordinasian penghimpunan bahan dan data untuk 

perumusan perencanaan; 
c. penyelenggaraan perumusan kebijakan di bidang 

Keolahragaan; 
d. pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang 

Keolahragaan; 

e. pembagian tugas kedinasan kepada bawahan; 
f. pemberian penilaian terhadap pelaksanaan tugas 

bawahan; 
 

 



 

g. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada 

Kepala Dinas; dan 
h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 

Dinas. 
 

 BAB III 

TATA KERJA 
 

Pasal 11 

(1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang Kepemudaan, 

Kepala Bidang Keolahragaan, Kepala Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian, Kelompok Jabatan Fungsional dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya wajib menerapkan 
prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, 
transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas, secara 

vertikal dan horisontal.  

(2) Kepala Dinas dalam pelaksanan tugas berada dan dibawah 

bertanggung jawab kepada Bupati. 

(3) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang Kepemudaan, 

Kepala Bidang Keolahragaan, Kepala Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian, Kelompok Jabatan Fungsional dalam 
pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung 

jawab kepada Bupati. 

(4) Kelompok jabatan fungsional dalam pelaksanaan tugasnya 

berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala 

Bidang. 

 

Pasal 12 

(1) Setiap ASN di lingkungan Dinas wajib bertanggung jawab 
kepada atasan yang berwenang dan melaksanakan tugas 

yang diemban dengan penuh rasa  tanggung jawab. 

(2) Setiap ASN wajib mematuhi bimbingan/petunjuk dan 
arahan atasan yang berwenang dan dapat memberikan 

saran pertimbangan kepada atasan sesuai Peraturan 

Perundang-undangan. 

(3) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan 
tugas berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku kepada Bupati. 

(4) Kepala Dinas dan seluruh pejabat wajib melaksanakan 
fungsi pengawasan di lingkungan Dinas dan mengambil 

langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah 

sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

 

BAB IV 
JABATAN 

 

Pasal 13 

(1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan 

Pimpinan Tinggi Pratama. 

(2) Sekretaris merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan 

administrator. 

 

 



 

(3) Kepala Bidang merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan 

administrator.  
 

(4) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan eselon IVa atau 

jabatan pengawas.  

 
 

Pasal 14 
 

(1) Jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan 
jabatan pengawas pada Dinas dan diisi oleh pegawai 
aparatur sipil negara dan diangkat sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Pengangkatan Jabatan pimpinan tinggi, jabatan 

administrator, dan jabatan pengawas pada Dinas 

dilaksanakan oleh Bupati. 

(3) Pegawai ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, 
jabatan administrator, dan jabatan pengawas wajib 

memenuhi persyaratan kompetensi:  

a. teknis;  
b. manajerial; dan  

c. sosial kultural. 
 

(4) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3), pegawai ASN yang menduduki jabatan harus 

memenuhi kompetensi pemerintahan. 
 

BAB V 

PEMBIAYAAN 
 

Pasal 15 

Pembiayaan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi 

dan tata kerja Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah dan penerimaan sumber lain yang sah dan 

tidak mengikat. 

 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 16 
 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan 

Bupati Maluku Tengah Nomor 73 Tahun 2021 tentang 
Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Susunan Organisasi dan 

Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga 
(Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2021      

Nomor 583), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pasal 17 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah. 

 
Ditetapkan di Masohi 

pada tanggal   30   Desember 2023 

PENJABAT BUPATI MALUKU TENGAH, 
 

 
      ttd 
 

 
            RAKIB SAHUBAWA 

 
 

Diundangkan di Masohi 

pada tanggal   30   Desember 2023 

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH MALUKU TENGAH, 
 

 
   ttd 
 

 
JAUHARI TUARITA 

 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 729



 

LAMPIRAN  

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH    

NOMOR   101  TAHUN 2023 
TENTANG 

KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN  

FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN  
OLAHRAGA   

 

SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

  
 

 
 

 
 
 

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL 

     

     

 
PENJABAT BUPATI MALUKU TENGAH, 
 

     ttd 
 

    RAKIB SAHUBAWA 

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

     

     

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

     

     

 

KEPALA 

DINAS 

 

BIDANG   

KEPEMUDAAN 

 

 

BIDANG  

KEOLAHRAGAAN 

 

SEKRETARIAT 

SUBAG 

UMUM DAN 

KEPEGAWAIAN  
 


